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BAB I 

PENDAHULUAN 

Teori politik memiliki dua makna: makna pertama menunjuk teori sebagai 

pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, 

rnakna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat 

untuk hidup dalam kebersamaan.. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran 

spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori 

politik yang berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka 

dalam tulisannya Madilog, merupakan contoh teori politik Indonesia. Nasakom yang 

diajukan Soekarno merupakan contoh lain. 

Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan 

teori struktural - fungsional yang <liajukan oleh Talcot Parson (seorang sosiolog), antara 

lain diturunkan kedalam teori politik menjadi Civic Culture. Konsep sistem politik sendiri 

merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya 

diturunkan dari konsep sistem sosial). 

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia. Penganut faham ini berasal dari 

Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah 

manuskrip politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai 

komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kim) 

dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang 

paling berpengaruh dalam dunia politik. 

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap faham 

kapitalisme di awal abad ke- l 9an, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh 

dan peke1ja tani hanyala.h bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan 

kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa 

faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dengan komunis 

revolusi.oner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangannya yang saling 

berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya 

sebagai masyarakat utopia. 
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Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa 

melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besamya. Demi prinsip tersebut, 

maka pemerintah tidak dapat melakukan infervensi pasar guna keuntungan bersama. 

Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa 

diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem 

yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa 

perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun 

kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki mauptm 

melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan 

manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan 

modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu; 

baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan 

baku tersebut. 

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistcm 

perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan 

guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai 

suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme 

dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak 

daripada dua atau tiga abad yang lalu. 

Tan Malaka atau Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka (lahir di Nagari Pandan 

Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 19 Februari 1896-wafat di Desa Selopanggung, Kediri, 

Jawa Timur, 16 April 1949 pada umur 53 tahun111) adalah seorang aktivis pejuang 

nasionalis Indonesia, seorang pemimpin komunis, dan politisi yang mendirikan Partai 

Murba. Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran

pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan 

Indonesia. Dengan perJuangan yang gigih rnaka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner 

yang legendaris. 

Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun 

pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. 
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Walaupun berpandangan komunis, ia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan 

Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Tan Mataka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar 

Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa 

Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka 

dapat memainkan per:an intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis 

internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia dinyatakan sebagai 

"Pahlawan revolusi nasional" melalui ketetapan parlemen dalam sebuah undang-undang 

tahun 1963. Tan Mataka juga seorang pendiri partai Murba, berasal dari Sarekat Islam 

(SI) Jakarta dan Semarang. Ia dibesarkan dalam suasana semangatnya gerakan modernis 

Islam Kaoem Maeda di S umatera Barat. 

Tokoh ini diduga kuat sebagai orang di belakang peristiwa penculikan Suta!l. 

Sjahrir bulan Juni 1946 oleh "sekelompok orang tak dikenat" di Surakarta sebagai akibat 

perbedaan pandangan perjuangan dalam menghadapi Belanda. Nasakom adalah singkatan 

Nasionalis, Agama dan Komunis, pada masa Orde Lama. Konsep ini diperkenalkan oleh 

Presiden Soekarno yang berfungsi sebagai satu jatan menyatupadukan golongan

golongan berlainan haluan politik di Indonesia. konsep penyatuan ini diharapkan Presiden 

Soekarno dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik 

Ir. Soekarno (lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 - wafat di Jakarta, 21 Juni 

1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada 

periode 1945 - 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa 

Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah Proklamator 

Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 

17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar 

yang kontroversiat , yang isinya - berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar 

Angkatan darat - menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan 

menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan 

Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti 

anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 
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1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang 

[stimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden 

Republik Indonesia. 

Dalam sains dan metode ilmiah, empiris berarti suatu keadaan yang bergantung 

pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang 

dihasilkan dari percobaan atau pengamatan. 

Dalam statistika, kuantitas "empiris" berarti nilai-nilai yang bentSal dari pengamatan atau 

percobaan. Nilai ini berlawanan arti dengan kuantitas "teoretis" yang diturunkan dari 

analisis teoretis. Untuk dapat memahami teori politik secara spesifik, maka pada bahasan 

ini menempatkan metodologi politik sebagai dasar memahami teori politik dengan cara : 

1. Proses pembentukan teori politik melalui pengamatan berbagai fenomena politik yang 

kemudian digeneralisasi secara empirik. 

2. Mengemukakan sifat-sifat dari teori politik yang berdasarkan pada ciri struktural dan 

ciri substantif teori politik yang ,fapat menunjukkan sifat empirik. 

3. Fungsi teori politik yang digunakm untuk membuat peramalan dan analisis di bidang 

politik. 

4. Pengaktifan fungsi teori politik akan dapat menempatkan peranan teori politik dalam 

sistem politik dan hubungan di antara sistem politik. 

Pembagian teori politik, terdiri dari : 

1. Teori politik valutional atau teori politik yang mengandung nilai meliputi: 

2. Filsafat politik yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kebijakan. 

3. Teori politik sistematis yaitu rnerealisir norma-norma yang sudah ada dalam program

program politik. 

4. Ideologi politik. 

5. Teori politik non valutional atau teori politik yang tidak mengandung nilai. 

dan pada umumnya teori ini biasanya digunakan oleh penguasa yang status quo. 

Hubungan Teori Politik dengan Ilmu Sosial Jainnya 
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Kegiatan Belajar ini membahas hubungan teori politik dengan ilmu-ilmu sosial 

Jainnya. 

1. Hubungan teori politik dengan Sejarah 

2. Hubungan teori politik dengan Filsafat 

3. Hubungan teori politik dengan Antropologi 

4. Hubungan teori politik dengan Sosiologi 

5. Hubungan teori politik dengan Ekonomi. 

Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap ilmu pasti saling membutuhkan untuk dapat 

memecahkan masalah kehidupan manusia dalam berbagai bidang. 
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BAB II 

PERKEMBANGAN TEORI POLITIK 

Kegiatan Belajar 4 ini membahas tentang perkembangan teori politik dilihat dari 

sudut pendekatan sebagai berikut : 

I. Pendekatan Tradisional yang rnemfoikuskan perkembangan teori politik dari sudut 

kelembagaan politik seperti: 

• Sifat dari Undang-Undang Da:mL· 

• Keda.ulatan 

• Kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal. 

2. Pendekatan perilaku dalam perkembangan teori politik yang memfokuskan analisis 

pada prifaku pemegang lembaga. 

3. Pendekatan Pasca Perilaku dalam teori politik yang dalam analisis politik 

menggunakan teori sistem politik dengan aliran struktural fungsional. 

4. Pendekatan Marxis dan perkembangan teori politik yang dominan menganalisis konflik 

politik yang berdasarkan pada pertentangan kelas dan teori politik yang dikembangkan 

yaitu ekonomi - politik. 

Teori Politik Zaman Klasik 

Teori Politik Socrates 

1. Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, 

adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik 

yang radikal. Na.mun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebaga·i 

teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkarnah 

Rakyat (MR). 

2. Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi 

dm1 definisi. 

6 
UNIVERSITAS MEDAN AREA



3. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu 

tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhimya akan 

menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates. 

Teori Politik Plato 

1. Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori 

ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tigi:i 

bagian: 

1. Pikiran atau aka! 

2. Semangat/keberanian 

3. Nafsu/keinginan berkuasa. 

2. Idealisme Plato yang secara operasional meliputi: 

1. Pengertian budi yang akan menentukan tujuan dan nilai dari pada penghidupan 

etik. 

2. Pengertian matematik. 

3. Etika hidup manusia yaitu hidup senang dan bahagia dan bersifat intelektual dan 

rasional. 

4. Teori tentang negara ideal. 

5. Teori tentang asal mula negara, tujuan negara, fungsi negara dan bentuk negara. 

6. Penggolongan dari kelas dalam negara. 

7. Teori tentang keadilan dalam negara. 

8. eori kekuasaan Plato. 

Teori Politik Aristoteles 

1. Teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi: 

• Filsafat teoritis 

• Filsafat praktek 

• Filsafat produktif 

2. Teori negara yang dinyatakan sebagai bentuk persekutuan hidup yang akrab di 

antara warga negara untuk menciptakan persatuan yang kukuh. Untuk itu perlu 

dibentuk negara kota (Polis). 
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3. Asal mula negara. Negara dibentuk berawal dari persekutuan desa dan lama 

kelamaan membentuk polis atau negara kota. 

4. Tujuan negara harus disesuaikan dengan keinginan warga negara merupakan 

kebaikan yang te11inggi. 

5. Bentuk pemerintahan negara menurut Aristoteles diklasifikasi atas: 

- 3 bentuk pemerintah yang baik 

- 3 bentuk pemerintah yang buruk. 

6. Aristoteles berpendapat sumbu kekuasaan dalam negara yaitu hukum.Oleh itu 

para penguasa harus memiliki pengetahuan dan kebajikan yang sempuma. 

Sedangkan warga negara adalah manusia yang masih mampu berperan. 

7.Revolusi dapat dilihat dari faktor-faktor penyebab dan cara mencegahnya. 

TEORI POLITIK ZAMAN PERTENGAHAN 

Teori Politik Agustinus 

Kegiatan belajar I membahas tentang : 

I. Negara sekuler dan negara Tuhan. 

Negara sekuler dianggap sebagai penyelewengan oleh para penguasa yang arif dan 

bijaksana sehingga kekuasaan bagaikan keangkuhan dengan berbagai kejahatan. 

Sedangkan negara Tuhan menghargai segala sesuatu yang baik dan mengutamakan 

nilai kebcnaran. 

2. Perkembangan negara sekuler dalam bcntuk negara modern dimana penguasa 

berupaya untuk menggunakan cara paksa menurut kehendak pribadi. Sedangkan 

perkembangan negara Tuhan didas.lrkan atas kasih Tuhan. 

3. Masalah politik negara sekuler yang membawa ketidakstabilan dari kontlik 

~epentingan yang dominan, rakus kekuasa·.an, ketidakadilan dalam pengadilan, 

peperangan. 

4. Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai 

kepercayaan dan keyakinan tentang: 

* Tuhan menjadi raja sebagai dasm negara 

* Keadilan diletakkan sebagai dasar negara 
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* Kehidupan warga negara penuh kepatuhan 

* Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat. 

Teori Politik Thomas Aquinas 

Kegiatan Belajar 2 membahas tentang teori politik Thomas Aquinas yang meliputi : 

1. Tentang pembagian negara baik dan negara buruk yang menerapkan sumber teori 

politik. 

2. Tujuan negara yang diidentik dengan tujuan manusia dalam hidup yakni mencapai 

kemuliaan abadi dalam hidup. Untuk mencapai kemuliaan abadi maka diperlukan 

pemerintah yang berbentuk Monarkhi. 

3. Dalam negara diperlukan adanya hukum abadi yang berakar dari jiwa Tuhan yang 

mengatur alam semesta dan hukum alam manusia untuk merasionalkan manusia 

mentaati hukum. Hukum positif yang merupakan pelaksanaan hukum alam dan untuk 

menyempumakan pikiran manusia maka diperlukan Hukum Tuhan. 

Teori Politik Marthen Luther 

Kegiatan Belajar 3 membahas tentang teori politik Marthen Luther dan kawan yang 

meliputi : 

1. Teori politik reforrnasi yakni kebebasan politik dengan cara membatasi kekuasaan 

raja dan kebebasan diserahkan pada rakyat. 

2. Kekuasaan raja-raja diperjelas dan tidak diperlukan adanya campur tangan gereja 

atas unsur negara. Menempatkan kekuasaan negara lebih tinggi dari kekuasaan gereja. 

3. Kekuasaan Tuhan atas manusia bersifat langsung dan tidak melalui perantara. Pada 

sisi lain dikatakan gereja yang sejati yaitu gereja yang didirikan manusia 

Teori Politik Ibnu Khaldun 

1. Teori tentang negara yang dikategorikan atas pengertian pemerintah manusia dan 

keterbatasan manusia dalam negara yang disebut negara modem. 

2. Setiap warga negara perlu memiliki Askabiyah untuk menumbuhkan kesatuan 

dalam negarn. Untuk itu dikembangkan teori politik askabiyah dan rasa keagamaan 
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oleh pemimpin negara. 

3. Perkembangan negara harus didasarkan pada solidaritas dengan keyakinan agama 

untuk dapat menstabilkan negara. Hal ini perlu didukung oleh penguasa yang memiliki 

perangkat dominasi pemerintah dan kekuasaan untuk mengatasi manusia-manusia 

yang memiliki sifatsifat kebinatangan. 

4. Untuk mempertahankan negara maka diperlukan teori pedang dan teori pena dalam 

menjalankan kekuasaan negara. 

Teori Politik Machiavelli 

I. Bentuk negara yang meliputi negara republik dan monarkhi. Selanjutnya Monarkhi 

dibagi atas dua yaitu Monarkhi Warisan dan Monarkhi Baru. 

2. Tujuan negara yaitu memenuhi berbagai kebutuhan warga negara selama negara 

tidak dirugikan karena negara juga memiliki berbagai kepentingan dan kepentingan 

utama. 

3. Kekuasaan negara merupakan alat yang harus digunakan untuk mengabdi pada 

kepentingan negara. Oleh karena itu sumber kekuasaan adalah negara. 

4. Dalam hal penyelenggaraain kekuasaan negara membutuhkan kekuasaan, wujud 

kekuasaan fisik , kualitas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan negara, maka 

diperlukan militer. 

5. Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik 

dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme. 

Teori Politik Liberalis 

I. Pengertian dan faham liberal menunjuk pada kebebasan warga negara untuk 

memenuhi kebutuhan hid up bidang politik ekonomi, sosial dan budaya. 

2. Liberalisme sebagai faham kenegaraan menekankan pada kebebasan yang 

didasarkan pada faktor alamiah, moral, agama, akal kebaikan, kemajuan, sekularisme, 

toleransi. 

3. Pada sisi lain liberalism'~ sebagai sistem politik didasarkan atas negara dan 

kernerdekaan negara. 

4. Unsur-unsur demokrasi liberal juga merupakan hal yang mendasar untuk difahami 
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dalam berbagai sistem politik. Oleh karena itu perwujudan demokrasi liberal dalam 

negara harus mengutamakan kebebasan warga negara. Hal ini dapat terealisir dan 

tergantung pada model liberalisme dalam struktur kekuasaan. 

TEORI POLITIK MODERN 

Teori Politik Thomas Hobbes 

Kegiatan belajar I membahas tentang teori politik Thomas Hobbes yang mencakup: 

I. Pengaruh situasi politik pada masa sistem politik absolut di bawah kekuasaan Charles I 

dan Charles II di lnggris, kemudian Hobbes menulis Buku Decove 1642 dan Leviathan 

1951. 

2. Runtuhnya kekuasaan Absolute sebagai akibat dari petentangan antara cendikiawan 

dengan raja-raja dalam hal pembatasan kekuasaan raja yang menimbul teori politik 

liberal. 3. Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia 

yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang 

memiliki sifat; a) bersaing, b) membela diri, c) i.ngin dihormati. 

3. Untuk menghindari kematian, Hobbes mengemukakan teori perjanjian sosial untuk 

merubah bentuk kehidupan manusia dari keadaan alamiah ke dalam bentuk negara atau 

Commen Wealth. 

4. Hobbes sebagai seorang filosof ditandai dengan adanya keinginan untuk memperoleh 

kenikmatan hidup dalam hal materi. Oleh sebab itu dia disebut filosofyang materialistis. 

5. Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku 

Leviathan. Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat 

sekarang. 

Teori Politik John Locke 

Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik John Locke yang mencakup: 

1. Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik 

ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT. 

2. State of Nature juga mcrupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John 

Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi: 

• Kebingungan 
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• Ketidak pastian 

• Ketidak aturan 

• Tidak ada kematian . 

3. Pada sisi lain Locke mengemukakan hak-hak alamiah sebagai berikut: 

• hak akan hidup 

• hak atas kebebasan dan ke merde:kaan 

• hak memiliki sesuatu. 

4. Konsep perjanjian masyaraka:t merupakan cara untuk membentuk negara. Oleh karena 

itu negara harus mendistribusi kekuasaan kepada lembaga: 

• legislatif 

• eksekutif dan yudikatif 

• federatif 

5. Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas: 

• Monarkhi 

• Aristokrasi 

• Demokrasi 

6. Dan tujuan negara yang dikehendaki Locke yaitu untuk kebaikan ummat manusia 

melalui kegiatan kewajiban negara mernelihara dan menjamin hak-hak azasi manusia. 

Dan pada akhirnya Hobbes dan Locke memiliki perbedaan dalam hal teori perjanjian 

sosial. 

Teori Politik Montesquine 

Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori politik Montesquieu yang mencakup: 

1. Montesquieu terkenal dengan dun il a ilmu pengetahan tentang negara, hukum dan 

kemudian dia mengemukakan state of nature yang diartikan dalam keadaan alamiah 

kualitas hidup manusla rendah. 

2. Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan 

pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya check and 

balance terhadap mekanisme pembangian kekuasaan. 

3. Demokrasi yang dibentuk yaitu demokrasi liberal yang rnasih mengalami kekurangan. 

Untuk memantapkan dan menyempumakan teori demokrasi liberal maka dibutuhkan 
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berbagai unsur-unsur demokrasi liberal untuk mengukuhkan Montesquieu sebagar 

pencetus demokrasi liberal. 

TEORI KEKUASAAN 

Teori Kekuasaan Tuhan 

Kegiatan belajar I membahas tentang teori politik Tuhan dalam berbagaidimensi: 

! . Kekuasaan Tuhan yang tidak rasional karena penguasa menganggap diri mendapat 

kekuasaan dari Tuhan dan menempatkan diri sebagai wakil Tuhan di dunia. Pada sisi 

lain, terdapat teori kekuasaan Tuhan Rasional yang beranggapan bahwa seorang 

penguasa yang dinobatkan menjadi penguasa karena kehendak Tuhan. 

2. Dalam teori kekuasaan Tuhan, keadilan dijadikan dasar negara Tuhan untuk 

mengatur kehidupan warga negara. Dalam kehidupan warga negara menurut teori 

kekuasaan Tuhan diperlukan adanya kebebasan bagi warga negara dan ada batas-batas 

kekuasaan dari para penguasa. 

Teori Kekuasaan Hokum 

Kegiatan belajar 2 membahas tentang teori politik hukum yang dominan 

mengutarakan kegiatan-kegiatan penguasa yang harus berdasarkan hukum yang 

disebut Rule of Law. 

1. Perkembangan teori kekuasaan hukum menurut Thomas Aquiras, John Locke, 

Krabe, Krenen Berg. 

2. Kebaikan-kebaikan teori kekuasaan hukum meliputi: 

• Penguasa menjalankan kekuasaan sesuai UUD 

• Penguasa berkuasa sesuai hukum 

• Penguasa berupaya menerapkan open manajemen 

• Pers yang bebas sesuai dengan UUD Negara 

• Adanya kepastian hukum dalam sistem demokrasi 

• Pemilu yang bebas dan rahasia 

• Setiap warga negara diikutkan dalam mekanisme politik 

• Setiap warga negara sama di depan hukum 

• Diperlukan pengawasan masyarakat 
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3. Kelemahan-kelemahan dari teori kekuasaan hukum apabila penguasa sudah 

menggunakan kekuasaan semena-mena maka pada saat itu teori kekuasaan hukum 

menjadi lunak. 

Teori Kekuasaan Negara 

Kegiatan belajar 3 membahas tentang teori kekuasaan negara yang meliputi: 

1. Sifat memaksa dari kekuasaan negara. Karena setiap negara dalam bentuk negara 

selalu menggunakan paksa pada rakyat untuk kepentingan penguasa dan kepentingan 

rakyat. 

2. Sifat menopoli dari kekuasaan negara dalam bentuk menetapkan tujuan bersama. 

Negaralah yang menentukan hidup matinya warga negara dan pengelompokan warga 

negara dalam berbagai organisasi. 

3. Sifat mencakup semua dari kekuasaan negara. Aturan yang dibuat oleh pemerintah 

atas nama negara harus diterapkan mencakup semua warga negara tanpa kecuali. 

4. Untuk implementasi berbagai sifat negara maka kekuatan militer merupakan alat 

yang ampuh untuk melaksanakan kekuasaan negara. 

Teori Kekuasaan Rakyat 

Kegiatan belajar 4 membahas tentang teori kekuasaan rakyat dengan bahasan sebagai 

berikut: 

I. Kekuasaan rakyat yaitu penguasaan rakyat atas lembaga perundangundang yang 

sekarang disebut legislatif. 

2. Menurut Rousseau kekuasaan rakyat dalam negara merupakan akibat perjanjian 

antara individu untuk menyerahkan scmua hak politik kepada masyarakat. 

3. Menurut Montesquieu dalam pemerintahan republik kekuasaan tertinggi ada pada 

seluruh rakyat atau sebagian bcsar rakyat. Secara teoritis disebut Trias Politika. 

Teori Politik Demokrasi 

Demokrasi Rakyat 

Kegiatan belajar I membahas tentang Demokrasi Rakyat dengan uraian sebagai 

berikut: 
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1. Demokrasi Rakyat merupakan negara dalam masa transisi, bertugas menjamin 

perkembangan negara ke arah sosialisme. Hal ini mengarah pada perkembangan. 

2. Demokrasi rakyat. 

3. Demokrasi Rakyat RRC menurut pola Mao Tse Tung mendominankan 

kepemimpinan politik dan pembuatan kebijakan dengan tujuan membantu seluruh 

rakyat agar ikut dalam modemisasi ekonomi, sosial dan politik. 

4. Demokrasi Liberal 

Kegiatan belajar 2 membahas tentang Teori Demokrasi Liberal dalam pelaksanaannya 

di Amerika Serikat meliputi: 

Penerapan Trias Politika dalam Demokrasi liberal, yang pada kenyataannya Amerika 

Serikat tidak sepenuhnya menerapkan Trias 

Politika dalam sistem politik Amerika Serikat. Sistem pemerintahan negara dengan 

menerapkan: 

• Prinsip Demokrasi 

• Prinsip pemisahan kekuasaan 

• Prinsip hukum. 

Kedudukan Presiden di Amerika Serikat sebagai kepala negara dan kedudukan sebagai 

kepala eksekutif. Hubungan Presiden dengan lembaga tinggi pemerintahan federal 

yang meliputi: 

• Hubungan Presiden dengan kongres 

• Hubungan Presiden dengan Mahkamah Agung 

Kekuasaan Presiden dalam Demokrasi Liberal di Amerika Serikat meliputi: "'d 

" • Kekuasaan Presiden bidang Administrasi 

• Kekuasan Presiden bidang Legislatif 

• Kekuasaan Presiden bidang Yudikatif 

·• Kekuasaan Presiden bidang lain seperti militer 

Politik Luar Negeri 

Pertanggungan jawab Presiden bidang politik, bidang yuridis, bidang adminsitrasi. 

Demokrasi Pancasila 

Kegiatan belajar 3 membahas tentang Dernokrasi Pancasila yang meliputi kegiatan 

eksekutif dalam mekanisme sistern politik Indonesia. 
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Pengertian Demokrasi Pancasila yang dikemukakan oleh berbagai ahli lembaga 

seperti: 

Seminar Angkutan Darat II yang meliputi bidang-bidang politik, konstitutional, dan 

i.!konomi. 

Musyawarah Nasional III PERSAHI: The Rule Of Law Desember 1966 melipu 1i: 

• Azas negara hukum Pancasila tentang: 

• Pengakuan dan perlindungan hak azasi 

• Peradilan yang bebas dan tidak memihak 

• Jaminan kepastian hukum. 

• Simposium hak-hak azasi manusia 1967. 

Pokok sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila: 

• Terdapat pengaruh Trias Politika 

• Tujuh Prinsip pokok pelaksanaan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila. 

• Persyaratan seseorang menjadi Presidcn dan wakil Presiden. 

• Pencalonan dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden menurut tetanan teori 

Demokrnsi Pancasila. Begitu pula penetapan masajabatan presiden dan wakil 

presiden. 

Pada bagian lain dikemukakan kedudukan Presiden dan wakil Presiden yang meliputi : 

• Kedudukan sebagai kepala negara 

• Kedudukan sebagai kepala eksekutif. 

Presiden yang menempati posisi s.entral kekua.saan dan berhubungan dengan: 

• Lembaga tertingg.i negara 

• Lembaga-lembaga tinggi negara. 

Selain itu Presiden juga mempunyai kekuasaan di bidang, administrasi, legislatif, 

yudikatif, bidang militer, diplomatik. 

Demokrasi Islam 

Kegiatan belajar 4 membahas tentang Teori Demokrasi Islam, yang menitik beratkan 

pada: 

1. Pemilikan unsur sebagai salah satu unsur Demokrasi Islam. 

2. Unsur persatuan dan kesatuan yang selalu di orientasikan pada Al-Qur'an sebagai 
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pelengkap konstitusi. 

3. Unsur musyawarah dan mufakat sebagai sarana untuk mengkaji hakhak orang lain 

dalam kehidupan bemegara. Hal ini ditopang oleh adanya unsur persamaan da<;ar 

manusia.. 

4. Etika kerja sama yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sesama umat Islam 

dan diupayakan untuk menegakkan keadilan dengan cara menjunjung tinggi 

kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan individu. 

5. Hukum Tuhan merupakan satu nilai dasar keyakinan dan oleh karena itu dalam 

Demokrasi Islam hukum adalah kemanusiaan. 

Demokrasi Komunis 

Kegiatan belajar 5 membahas tentang Demokrasi Komunis yang meliputi: 

1. Dalam hal pengaturan negara digunakan menagement politik diktator, yang berarti 

warga negara dapat diatur menurut kehendak penguasa. 

2. Pelaksanaa.n pemerintah diupayakan jumlahnya sedikit dan mereka memilik1 

kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu hak-hak 

azasi manusia tidak dihiraukan oleh penguasa. 

3. Penguasa dalam menjalankan kekuasaan selalu mengandalkan pikiran manusia 

sebagai hat yang prima oleh sebab itu dalam Demokrasi Komunis tidak mempercayai 

adanya Tuhan. 

4. Dibidang ekonomi pengaturannya disentralisasir dengan dasar milik bersama. 

5. Partai politik di negara Komunis menempati posisi tertinggi dan hanya satu partai 

politik Komunis, tidak ada partai lain. 

Teori Politik Kedaulatan 

Teori Kedaulatan Rakyat 

1. Dalam membahas teori kedaulata n terdapat berbagai teori yang pada umumnya 

menekankan pada kekuasaan sebagai suatu tandingan atau perimbangan terhadap 

kekuasaan penguasa atau kekuasaan tunggal. 

2. Penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dalam berbagai segi 

kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945: Kedaulatan rakyat di bidang politik. Hak-
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hak azasi manusia dan faham kekeluargaan. Struktur kedaulatan rakyat yang 

dipandang dari: bentuk geografis jumlah penduduk suatu negara, Pemilu sebagai 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, Berserikat dan berorganisasi sebagai salah satu 

implementasi kedaulatan rakyat dan Kedaulatan rakyat dibidang ekonomi. 

3. Kedaulatan rakyat menurut Konstitusi RIS 1949 dimiliki oleh negara. 

4. Kedaulatan rakyat menurut UUDS 1950 meliputi Kedaulatan rakyat di bidang 

politik dan Kcdaulatan rakyat di bidang ekonomi. 

Te1()ri Kedaulatan Intern dan Ektern 

l. Kedaulatan intern yang memperlihatkan batas lingkup kekuasaan negara yang 

berbentuk :fisik. Batas kedaulatan ini meliputi : 

• Kedaulatan bidang politik 

• Kebebasan kemerdekaan 

• Keadilan 

• Kemakmuran atau kesejahteraan 

• Keamanan. 

2. Kedaulatan ekstern yang dominan menunjukkan pada kebebasan negara dan 

kekuasaan-kekuasaan negara lain yang tidak dijajah oleh negara lain. Kedaulatan 

ekstern ini dalam penerapan pada saat negara memutuskan untuk melakukan hubungan 

kerja sama dengan negara lain dalam bidang tertentu. 

1. Teori kedaulatan de facto. 

Teori kedaulatan ini menunjuk pad a pelaksanaan kekuasaan yang nyata dalam suatu 

masyarakat merdeka atau telah memiliki independensi. Dalam bahasan ini difokuskan 

pada: 

• Kedaulatan de facto yang tidak syah 

• Kedaulatan de facto yang syah. 

2. Teori kedaulatan de jure. 

Dalam teori politik, kedaulatan de Jure menunjuk pada pengakuan suatu wilayah atau 

suatu situasi menurut hukum yang berlaku. Oleh kare~1a itu kajian kedaulatan de jure 

lebih menitikberatkan penggunaan aspek hukum sebagai dasar yuridis formal atas hak 
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politik warga negara dan wilayah negara dengan penguasa negara. 

Pengertian Dan Perkembangan Teori Politik 

Teori EJit Politik 

Kegiatan Belajar I membahas tentang: 

1. Pengertian teori politik dan teori politik klasik dari berbagai ahli politik. 

2. Metode menentukan elit politik sebagai berikut : 

• Metode Posisi 

• Metode Regulasi 

• Metode Pengaruh 

3. Tipe elit politik yang memerintah meliputi: 

• Tipe elit politik yang menggunakan earn licik 

• Tipe elit politik yang memerintah dengan cara paksaan 

• 4. Elit politik konservatifyang berupaya untuk mempertahankan status quo, dengan 

jalan kolaborasi. 

4. Elit politik liberal yang berupaya untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada 

setiap warga negara tanpa melihat perbedaan sosial, ekonomi, budaya dan status dalam 

sistem politik. 

Teori Elit Penentu 

Kegiatan belajar 2 membahas tentang: 

I. Berbagai pengertian dan rumusan tentang elit penentu dengan berbagai orientasi 

pad a 

tipe-tipe kelompok inti sosial 

* Kasta Penguasa 

* Aristokrasi 

* Estate Pertama 

* Kelas Penguasa. 

2. Kelas penguasa Model Marx ini difokuskan pada : 

* Golongan Kapitalis 

*Tuan-Tuan Tanah 
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* Buruh Pekerja 

3. Teori munculnya elit penentu dengan menggunakan pendapat Mills yang 

mengemukakan tiga teori sebagai berikut: 

* Elit Bisnis dengan ekonomi 

* Elit Politik dengan kebijakan 

* Elit Militer dengan teori dominiasi. 

4. Fungsi-fungsi elit dengan mengadaptasi pada Talcot Parsons dan Batzell yang 

mengemukakan fungsi elit yang berbeda. 

5. Faktor-faktor yang berpengaruh pada elit penentu yang meliputi : 

* Pertumbuhan penduduk 

* Spesialisasi jabatan 

* Pe1tumbuhan organisasi formal atau birokrasi 

* Perkembangan keragaman moral. 

6. Peranan Simbolis elit penentu yJng meliputi : 

·~ Macam-macam lambang kolektif 

* Hubungan timbal balik yang simbolis antara elit penentu dengan publik 

* Fungsi instrumental dan simbolik. 

Teori Elit Ekonomi 

Untuk memahami teori elite politik sebagai kajian politik pada kegiatan belajar tiga ini 

dapat dilihat aspek-aspek yang dibahas sebagai berikut: 

I. Berbagai pengertian elit ekomi yang dikaji dari sudut pandang kelas yakni kelas 

masyarakat memiliki kekayaan. 

2. Pada bagian selanjutnya bahasan konsep kelas sosial tentang elit ekonorni dengan 

mengacu pada standar hidup tertentu, cara hidup tertentu yang <lapat menempatkan 

kelas sosial pada prestise hidup dan pada tabap ini dapat dikategorikan elit ekonorni. 

3. Selanjutnya mengkaji konsep k,elas secara klasik yang dapat kontradiksi dengan 

konsep elit ekonomi disertai pemuncakan. 

4. Pandangan yang konsensus atas pengerfom konsep kelas sebagai kajian elit ekonomi 

yang berorientasi pada Karl Marx. 
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5. Pengintegrasian konsep kelas menengah di Indonesia yang di identik dengan elit 

ekonomi. 
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BAB III 

SEJARAH POLITIK ISLAM 

Mengkaji tentang sejarah ilmu politik bisa dilihat dari dua pandangan yaitu 

pembahasan secara luas atau secara sempit. Secara lu.as berarti ilmu politik telah ada 

sejak zaman dahulu berupa pernbahasan dalam buku ~buku tertentu yang telah dikarang 

masa lampau, sedangkan secara sempit berarti ilmu politik dilihat dari aspek 

sir.tematisasinya sebagai ilmu dan pengakuannya dari aspek akademis. 

Sejarah secara luas 

Ilmu politik telah ada sejak zaman dahulu, ini bisa dilihat dari karya-karya berikut; 

a. Yunani tahun 450 SM terdapat buku karya Herodatus, Plato dan Aristoteles. 

b. India tahun 500 SM terdapat kitab Dharmasastra dan arthasastra. 

c. Cina tahun 500 SM terdapat tokoh Confucius dan Kung Fu Tzu 

d. Arab abad 11 M terdapat karya al-Marwardi berjudul al-Ahkam as-Sulthaniyyah 

e. Indonesia abad 13 M terdapat kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi. 

Sejarah secara sempit 

- Abad 18 dan 19 di Jerman, Austria dan Prancis telah muncul pembahasan tentang 

politik namun masih kental dipengaruhi hukum dan negara. 

- Di Inggris Ilmu politik dipengaruhi oleh filsafat moral dan sejarah 

- Di Paris Prancis tahun 1870 lahir Ecole libredes Scienies 

- Di Inggris tahun 1895 muncul lembaga London School of Economic and Political 

Science 

- Di AS tahun 1858 diangkat Francis Lieber sebagai guru besar Sejarah dan llmu politik 

di columbia College. 

- Masih di AS tahun 1904 lahir American Political Science Assosiation (APSA) 

·· Unesco lembaga dibasah PBB tahun 1948 melahirkan buku Contemporary Political 

Science 
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Dalam Buk:u Contemporary Political Science ini terdapat 4 bidang ilmu politik, yaitu: 

l. Teori Politik 

2. Lembaga Politik (Undang-Undang, pemerintah) 

3. Partai 

c,, Hubungan Jntemasional (politik internasional, organisasi, hukum) 

Teori Ilmu Politik 

Teori politik adalah generalisasi dari phenomena-phenomena politik. Teori politik m1 

terdiri dari : 

- Tujuan politik 

- Cara mencapai tujuan politik tersebut 

- Kemungkinan dan kebutuhan untuk cara tersebut 

- Kewajiban dalam mencapai kebutuhan tersebut 

Ilmu politik secara teoritis terbagi kepada dua yaitu : 

1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational 

ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis. 

2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan 

rnengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan 

moral atau norma. 

:\'Ienumt Harold Laswell terdapat 8 nilai yang dikejar dalam politik, yaitu ; 

1. Kekuasaan 

2. Pendidikan 

3. Kekayaan 

4. Kesehatan 

5. Keterampilan 
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6. Kasih sayang 

7. Kejujuran/keadilan 

8. Keseganan 

Aclapun konsep-konsep dalam ilmu politik senantiasa berkutat dalam masalah: 

a. Kekuasaan - sumber kekuasaan -pengaruh - pembuat clan pelaksanan kebijakan 

b. Kewenangan - kekuasaan berdasarkan legitimasi 

c. Konflik dan konsensus 

d . Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan 

flmu politik tidak berdiri sendiri namun memiiki kaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti 

sejarah, filsafat, hukum (tiga ilmu pcnting yang ni cmpengaruhi po litik), sosiologi, 

antrophologi , ekonomi, geographi dan psikologi so~. ial. 

Di antara fen omen a yang disadari o !eh sebagian prngkaj i teori-teori politik 

secara umum, adalah : adanya hubungan yang erat anta r-2 tim bulnya pemikiran-pemikiran 

politik dengan perkembangan kejadian-kejadian histons 0). Jika fenomena itu benar bagi 

suatu jenis atau madzhab pemikiran tertentu , da lam hidang pemikiran apapun, ha! itu bagi 

pertumbuhan dan perkembangan teori-teori politik lslam amatlah jelas benamya. Teori

teori ini ---terutama pada fase-fase pertumbuhan pertamanya-- berkaitan amat erat dengan 

kejadian-kejadian sejarah Islam. Hingga h.al itu harus dilihat seakan--akan keduanya 

adalah seperti dua sisi dari satu mata uang. Aw.u dua bagian yang saling melengkapi sahi1 

sama lain. Sifat hubungan di antara keduanya beruhah-ubah: terkadang pemikiran

pemikiran itu tampak menjadi penggerak terjadinya berbagai kejadian , clan terkadang 

pula kejadian-kejadian itu menjadi pendorong atau rahim yang melahirkan pendapat

pendapat itu. Kadang-kadang suatu teori hanyalah sebuah bias dari kejadian yang 

berlangsung pada masa lalu. Atau suatu kesimpulan yang dihasilkan melalui perenungan 

ata:; suatu pendapat yang telah diakui pada masa sebc lumnya. Atau bi sa pula hubungan 

itu berbertuk lain. 

Karena adanya hubungan antara dua segi ini , segi teoreti s clan reali sfo:, maka 

je!aslah masing-masing dari kedua hal itu tidak dapat dipahami tanpa keberadaan yang 
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lain. Metode terbaik untuk mempelajari teori-teori ini adalah dengan mengkajinya sambil 

diiringi dengan realitas-realitas sejarah yang berkaitan dengannya. Secara berurutan 

sesuai dengan fase-fase perkembangan historisnya ---yang sekaligus merup:akan runtutan 

alami dan logisnya. Sehingga dapat dipahami hakikat hubungan yang mengkaitkan antara 

dua segi, dapat memperjelas pendapat-pendapat, dan dapat menunjukkan bumi yang 

menjadi tempat tumbuhnya masing-masing pemikiran hingga berbuah, dan mencapai 

kematangannya. Jnilah metode yang akan kami gunakan. 

Era Kenabian 

Era ini merupakan era pertama dalam sejarah Islam. Yaitu dimulai scmenjak 

Rasulullah Saw memulai berdakwah mengajak manusia untuk menyembah Allah SWT 

hingga meninggalnya beliau. Era ini paling baik jika kita namakan sebagai era ''kenabian" 

atau "wahyu". Karena era itu memiliki sifat tertentu yang membedakannya dari era-era 

yang lain. Ia merupakan era ideal yang padanya ideal-ideal Islam terwujudkan den~an 

amat sempuma.. 

Era ini terbagi menjadi dua masa, yang keduanya dipisahkan oleh hijrah. Kedua 

fase itu tidak memiliki perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh 

beberapa orientalis (2). Bahkan fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik 

tolak bagi fase kedua. Pada fase perlama, embrio 'masyarakat Islam' mulai tumbuh, dan 

telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudian pada fas~ kedua 

bangun 'masyarakat Islam' itu berhasil dibentuk, dan kaidah-kaidah yang sebelumnya 

bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syari'at Islam disempumakan dengan 

mendeklarasikan prinsip-prinsip baru, dan dimulailah pengaplikasian dan pelaksanaan 

prinsip-prinsip itu seluruhnya. Sehingga tampillah Islam dalam bentuk sosialnya secara 

integral dan aktif, yang semuanya menuju kepada tujuan-tujuan yang satu. 

Sejarah, dalam pandangan politik, lebih terpusat pada fase kedua dibandingkan 

dengan fase pertama. Karena saat itu jama'ah Islam telah menemukan kediriannya, dan 

telah hidup dalam era kebebasan dan independensi. la juga telah meraih 'kedaulatan'nya, 

secara penuh. Sehingga prinsip-prinsip Islam sudah dapat diletakkan dalam langkah

langkah pmksis. Namun, dalam pandangan sejarah, ciri terbesar yang menandai kedua 

fase itu adalah sifatnya sebagai fase 'pembentukan', dan fase pembangunan dan 
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pennulaan. Fase ini memiliki urgensitas yang besar dalam menentukan arah kejadian

kejadian historis selanjutnya, dan sebagai peletak rambu-rambu yang diikuti oleh 

generasi-generasi berikutnya sepanjang s~jarah. Sedangkan dari segi pemikiran teoritis, 

pengaruhnya terbatas pada kenyataannya sebagai ruh umum yang terus memberikan 

ilham terhadap pemikiran ini, memberikan contoh atau teladan ideal yang menjadi 

rujukan pemikiran-pemikiran itu, me:>kipun pemikiran-pemikiran itu berbeda satu sama 

lain, dan memberikan titik pertemuan bagi pendapat-pendapat dan madzhab-madzhab 

yang berbeda. Sedangkan selain itu, ia tidak memiliki hubungan dengan tumbuhnya 

pendapat-pendapat parsial yang memiliki kekhasan masing-masing. Terutama jika objek 

kajiannya adalah analisis terhadap sistem umum yang menjadi platform kenegaraan 

ummat, atau tentang hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, atau analisis 

terhadap salah satu sifatnya. Atau dengan kata lain, analisis f:erhadap masalah-masalah 

yang dinamakan sebagai 'politik'. Karena pendapat-pendapat personal itu tidak tumbuh 

dalam satu atmospir. Namun pendapat-pendapat itu tampil seiring dengan terjadinya 

perbedaan pendapat dan kecenderungan-kecenderungan. Yang mendorong timbulnya 

pendapat-pendapat itu juga adalah adanya perasaan kurang sempuma yang ada di tengah 

masyarakat, dan keinginan untuk mengoreksi sistem atau perilaku-perilaku yang sedang 

berlangsung. Sedangkan jika suatu sistem telah sempuma, yang mencenninkan prinsip

prinsip agung yang diamini oleh seluruh anggota jama'ah (ummat), dan adanya persatuan 

yang terwujud di antara individu-individu, ketnudian mereka menyibukkan diri mereka 

untuk berbicara dan berdebat tentang agenda-agenda kerja yang besar, niscaya tidak 

diperlukan sama sekali tumbuhnya pendapat-pendapat individu atau tampil 'teori-teori'. 

Demikianlah, era Rasulullah Saw mencerminkan era persatuan, usaha dan 

pendirian bangunan umat. Serta mcnampilkan ruh yang mewamai kehidupan politik, dan 

mewujudkan replika bangunan masyarakat yang ideal untuk diteladani dan ditiru oleh 

generasi-generasi yang datang kemudian. Namun, 'pemikiran teoritis' saat itu belum 

dimulai. Hal ini tentu amat logis dengan situasi yang ada. Yang jelas, belum ada 

kebutuhan terhadap hal itu. Namun demikian, belum lagi era tersebut berakhir, sudah 

timbul faktor-faktor fundamental yang niscaya mendorong timbulnya pemikiran ini, dan 

membentuk 'teori-teori politik' secara lengkap. Di antara faktor-faktor yang tcrpenting 

ada tiga hal: pertama, sifat sistem sosial yang didirikan oleh Rasulullah Saw. Kedua, 

26 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pengakuan akan prinsip kebebasan berpikir untuk segenap individu. Ketiga, penyerahan 

wewenang kepada umat untuk merinci detail sistem ini, seperti tentang metode 

manajerialnya, dan penentuan beberapa segi formatnya. Kami perlu menjelaskan lebih 

lanjut tentang faktor-faktor ini. 

Islam dan Politik 

Sistem yang dibangun oleh Rasulullah Saw dan kaum mukminin yang hidup 

bersama beliau di Madinah --jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel

variabel politik di era modern-- tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa sistem itu 

adalah sistem politik par excellence. Dalam waktu yang sama, juga tidak menghalangi 

untuk dikatakan bahwa sistem itu adalah sistem religius, jika dilihat dari tujuan

tujuannya, motivasinya, dan fundamental maknawi tempat sistem itu berpijak. 

Dengan demikian, suatu sistem dapat menyandang dua karakter itu sekaligus. 

Karena hakikat Islam yang sempuma merangkum urusan-urusan materi dan ruhani, dan 

mengurus perbuatan-perbuatan martusia dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. 

Bahkan filsafat umumnya merangkum kedua hal itu, dan tidak mengenal peraisahan 

antara keduanya, kecuali dari segi perbedaan pandangan. Sedangkan kedua hal itu 

sendiri, keduanya menyatu dalam kesatuan yang tunggal secara solid; sating beriringan 

dan tidak mungkin terpisah satu sama lain. Fakta tentang sifat Islam ini amat jela<>, 

sehingga tidak membutuhkan banyak kerja keras untuk mengajukan bukti-bukti. Hal itu 

telah didukung oleh fakta-fakta sejarah, dan menjadi keyakinan kaum Muslimin 

sepanjang sejarah yang telah lewat. Namun demikian, ada sebagian umat Islam sendiri, 

yang mengklaim diri mereka sebagai 'kalangan pembaru', dengan terang-terangan 

mengingkari fakta ini !. Mereka mengklaim bahwa Islam hanyalah sekadar 'dakwah 

agama' (3 ): maksud mereka adalah, Islam hanyalah sekadar keyakinan atau hubungan 

ruhani antara individu dengan Rabb-nya. Dan dengan demikian tidak memiliki hubungan 

sama sekali dengan urusan-urusan yang kita namakan sebagai urusan materi dalam 

kehidupan dunia ini. Di antara urusan-urusan ini adalah: masalah-masalah peperangan 

dan harta, dan yang paling utama adalah masalah politik. Di antara perkataan mereka 

adalah: "agama adalah satu hal, dan politik adalah hal lain". 
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Untuk mengcounter pendapat mereka, tidak ada manfaatnya jika kami mendedahkan 

pendapat-pendapat ulama Islam; karena mereka tidak mau mendengarkannya. Juga kami 

tidak memulainya dengan mengajukan fakta-fakta sejarah, karena mereka dengan sengaja 

telah mencampakkannya!. Oleh karena itu, cukuplah kami kutip beberapa pendapat 

orientalis dalam masalah ini, dan mereka telah mengutarakan hal itu dengan redaksi yang 

jelas dan tegas. Hal itu kami lakukan karena para 'pembaru-pembaru' itu tidak dapat 

mengklaim bahwa mereka lebih modem dari para orientalis itu, juga tidak dapat 

mengklaim bahwa mereka lebih mampu dalam menggunakan metode-metode riset 

modem, dan penggunaan metode-metode ilmiah. Di antara pendapat-pendapat para 

orientalis itu adalah sebagai berikut: 

I. Dr. V. Fitzgerald (4) berkata: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun 

ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada 

dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim 

diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi 

itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa 

kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dapat 

dipisahkan satu sama lain". 

2. Prof. C. A. Nallino (5) berkata: "Muhammad telah membangun dalam waktu 

bersamaan: agama (a religion) dan negara (a state). Dan batas-batas teritorial 

negara yang ia bangun itu terns terjaga sepanjang hayatnya". 

3. Dr. Schacht berkata (6): "Islam lebih dari sekadar agama: iajuga mencerminkan 

teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih 

sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama 

dan negara secara bersamaan ". 

4. Prof. R. Strothmann berkata (7): "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. 

Karena pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang 

bijaksana, atau ''negarawan ". 

5. Prof D.B. Macdonald berkata (8): "Di sini (d\ Madinah) dibangun negara Islam 

yang pertama, dan diletakkan prinsip-prinsip utarna undang-undang Islam". 

28 UNIVERSITAS MEDAN AREA



6. Sir. T. Arnold berkata (9): "Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala 

agama dan kepala negara ". 

7. Prof. Gibb berkata (10): "Dengan dcmikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah 

sekadar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu 

bangun masyarakat yang independen. la mempunyai metode tersendiri dalam 

sistem kepemerintahan, perundang-undangan dan institusi". 

Bukti Scjarah 

Seluruh pendapat-pendapat tadi diperkuat oleh fakta-fakta sejarah : di antara 

fakta sej c.rah yang tidak dapat diingkari oleh siapapun adalah , setelah timbulnya dakwah 

Islam, kemudian terbentuk bangunan masyarakat baru yang mempunyai identitas 

independen yang membedakannya dari masyarakat lain. Mengakui satu undang-undang,. 

menjalankan kehidupannya sesuai dengan sistem yang satu, menuju kepada tujuan-tujuan 

~1ang sama, dan di antara individu-individu masyarakat yang baru itu terdapat ikatan ras, 

bahasa, dan agama yang kuat, serta adanya perasaan solidaritas secara umum. Bangunan 

masyarakat yang memiliki semua unsur-unsur tadi itulah yang dinamakan sebagai 

bangunan masyarakat 'politik'. Atau yang dinamakan sebagai 'negara'. Tentang negara, 

tidak ada suatu definisi tertentu, selain aanya fakta terkumpulnya karakteristik

karakteristi yang telah disebutkan tadi dalam suatu bangunan masyarakat. 

Di antara fakta-fakta sejarah yang tidak diperselisihkan juga adalah, bangunan 

masyarakat politik ini atau 'negara', telah memulai kehidupan aktifnya, dan mulai 

menjalankan tugas-tugasnya, dan merubah prinsip-prinsip teoritis menuju dataran praksis. 

Setelah tersempurnakan kebebasan dan kedaulatannya, dan kepadanya dimasukkan 

unsur-unsur baru dan adanya penduduk. Yaitu setelah pembacaan bai'at Aqabah satu dan 

dua, yang dilakukan antara Rasulullah Saw dengan utusan dari Madinah, yang 

dilanjutkan dengan peristiwa hijrah. Para faktanya, kedua bai'at ini --yang tidak diragukan 

oleh seorangpun tentang berlangsungnya kedua bai'at ini-- merupakan suatu titik 

transformasi dalam Islam (11). Dan peristiwa hijrah hanyalah salah satu hasil yang 

ditelurkan oleh kedua peristiwa bai'at itu. Pandangan yang tepat temadap kedua bai'at tadi 

adalah dengan melihatnya sebagai batu pertama dalam bangunan 'negara Islam'. Dari situ 

akan tampak urgensitas kedua hal itu . Alangkah miripnya kedua peristiwa bai'at itu 
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dengan kontrak-kontrak sosial yang di deskripsikan secara teoritis oleh sebagian filosof 

politik pada era-era modem. Dan menganggapnya sebagai fondasi bagi berdirinya 

negara-negara dan pemerintahan. Namun bedanya, 'kontrak sosial' yang dibicarakan 

Roussou dan sejenisnya hanyalah semata ilusi dan imajinasi, sementara kontrak sosial 

yang terjadi dalam sejarah Islam ini berlangsung dua kali secara realistis di Aqabah. Dan 

di atas kontrak sosial itu negara Islam berdiri. fa merupakan sebuah kontrak historis. Ini 

rnerupakan suatu fakta yang diketahui oleh semua orang. Padanya bert.emu antara 

ke.inginan-keinginan manusiawi yang merdeka dengan pemikiran-pemikiran yang 

matang, dengan tujuan untuk mewujudkan risalah yang muli a. 

Dengan demikian, negara Islam terlahirkan dalam keadaan yang amat jelas . Dan 

p(:mbentukannya tei:jadi dalam tatapan sejarah yang jernih . Karena Tidak ada satu 

tindakan yang dikatakan sebagai tindakan politik atau kenegaraan, kecuali dilakukan oleh 

negara Islam yang barn tumbuh ini. Seperti Penyiapan perangkat untuk mcwujudkan 

keadilan, menyusun kekuatan pertahanan, mcngadakan pendirlikan, menarik pungutan 

harta, mengikat perjanjian atau mengirim utusan-utusan ke luar negeri. lni merupakan 

fakta sejarah yang ketiga. Adalah mustahil seseorang mengingkarinya. Kecuali jika 

kepaclanya clibolehkan untuk mengingkari suatu fakt:i sejarah yang terjadi di masa lalu, 

clan yang telah diterima kebenarannya oleh seluruh manusia. Dari fakta-fakta yang tiga 

ini --yang telah kami sebutkan-- terbentuk bukti sejarah yang menurut kami dapat kami 

gunakan sebagai bukti --di samping pendapat kalangan orientalis yang telah clisitir 

sebeJumnya-- atas sifat politik sistem Islam. JiY.a telah dibuktik:an , dengan cara-cara yang 

telah kami gunakan tadi, bahwa sistem Islam adalah sistem politik, dengan clemikan maka 

terwujucllah syarat pertama yang mutlak diperlukan bagi keberadaan pemikiran politik. 

Karena semua pemikiran tentang ha! ini: baik tentang pertumbuhannya, hakikatnya, sifat

sifatnya atau tujuan-tujuannya, niscaya ia menyandang sifat ini , yaitu sifatnya sebagai 

suatu pemikiran politik. Syarat ini merupakan faktor yang terpenting clalam pertumbuhan 

pemikiran ini. Bahkan ia merupakan landasan berpijak bagi kerangka-kerangka teoritis 

clan aliran-aliran pemikiran yang beragam. Oleh karena itu, amatlah logis jika kami 

curahkan seluruh perhatian ini untuk meneliti dan menjelaskannya. 

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan clalam masyarakat 

yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. 
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Peng~rtian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda 

mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. 

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun 

nonkonstitusional. 

Di samping itu politikjuga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: 

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan 

bersama (teori klasik Aristoteles) 

• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemcrintahan dan 

negara 

• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan kekuasaan di masyarakat 

• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

publik. 

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara Jain: 

kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses 

politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai 

politik. 

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau 

didesain , mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang 

menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan 

terhadap sifat-sifat dari satu atau Jebih objek di bawah pengaruhnya. Bandingkan: 

pengolahan. 

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi 

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam 

Budiardjo,2002) Kekuasaan merupakan kemampuan memp(:ngaruhi pihak lain untuk 

berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi (Ramlan 

Surbakti,1992). 
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Kekuasaan dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu keuasaan bersifat positif dan 

negatif. 

Kekuasaan bersifat positif 

Merupakan Kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat mempengaruhi dan merubah pemikiran 

orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh 

pemc:gang kekuasaan dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik 

secara fisik maupun mental. 

Kekuasaan bersifat Negatif 

Merupakan sifat atau watak dari seseorant yang bernuarisa arogan, egois, serta 

apatis dalam mempengaruhi orang lain ata.u kelompok untuk melakukan tindakan yang 

diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan baik secara fisik 

maupun mental. Biasanya pemegang kekuasal:ln yang bersifat negatif ini tidak memiliki 

kecerdasan intelektual dan emosional yang baik,mereka hanya berfikir pendek dalam 

mengambil keputusan tanpa melakukan pemikiran yang tajam dalam mengamhil suatu 

tindakan, bahkan mereka sendiri terkadang tidak dap.:tt rnenjalankan segala perintah yang 

mereka perintahkan kepada orang atau kelompok yang berada di bawah kekuasannya 

karena keterbatasan daya pikir tadi. dan biasanya kekuasaan dengan karakter negatif 

tersebut hanya mencari keuntungan pribadi atau golongan di atas kekuasannya itu. karena 

mereka '. idak memiliki kemampuan atau modal apapun selain kekuasaan untuk 

menghasilkan apapun, dan para pemegang kekuasaan bersifat negatif tersbut biasanya 

tidak akan berlangsung lama karena tidak akan mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh 

rakyatnya. 

Di negara demokrasi, dimana kekuasaan adalah ditangan rakyat, maka jalan menuju 

kekuasaan selain melalui jalur birokrasi biasanya ditempuh melalui jalur partai politik. 

Parta\ partai politik berusaha untuk merebut konstituen dalarn masa pemilu. Partai politik 

selanjutnya mengirimkan calon anggota untuk mewakili partainya dalam lembaga 

legislatif. Dalam pemilihan umum legislatif secara langsung seperti yang terjadi di 

Indonesia dalam Pemilu 2004 maka calon anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat. 
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Kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita dengar, atau dalam bahasa 

Inggrisnya adalah Power tends to corrupct. Apa benar?? Memang belum tentu benar, 

tetapi ungkapan tersebut tentu telah melalui penelitian dan pengalaman bertahun tahun. 

Untuk sekedar ilustrasi ada baiknya dibaca Kisah Naga Baru. 

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang 

membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar 

interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata 

"masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, 

sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. 

Ma!:>yarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama 

Jain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang 

hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. 

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan 

sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan 

yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan ter~ebut, manusia kemudian berinteraksi sesama 

mereka berdasarkan kemaslahatan. 

Masyarakat sering diorgan isasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata 

pencaharian. Pakar ilmu sosial mengidentitikasikan ada: masyarakat pemburu, 

masyarakat pastoral nomadis, masyarakat bercocoktanam, dan masyarakat agrikultural 

intensif, yang juga disebut masyarakat peradab.an. Sebagian pakar menganggap 

masyarakat industri dan pasca-industri sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari 

masyarakat agrikultural tradisional. 

Masyarakat dapat pula diorganisasikan berdasarkan struktur politiknya: 

berdasarkan urutan kompleksitas dan besar, terdapat masyarakat band, suku, chiefdom, 

dan masyarakat negara. Kata society berasal dari bahasa latin, societas, yang berarti 

hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang 

berarti teman, sehingga arti society berhubungan erat <lengan kata sosial. Secara implisit, 

kata society mengandung makna bahwa seti.ap anggotanya mempunyai perhatian dan 

kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. 
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BAB IV 

POLITIK DAN KEBI.JAKAN PUBLIK 

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik 

politik, mi liter, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada 

di wilayah tersebut. 

Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam 

suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. 

Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu 

berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedat ilatan, yakni bahwa negara diakui 

oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah 

tempat negara itu berada. 

lmu politi '.< adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta 

deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, 

teori, dan riset. 

Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfor kekuasaan dalam pembuatan 

keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi 

intemasional, perilaku politik dan kebijakan publik . Mereka mengukur kebet·hasilan 

pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk 

stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik 

bempaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisa politik. 

Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran 

kebijakan khusus. 

Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik 

dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir 

yang digunakan komentator lain, seperti jumalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan 

peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. 

Ilmuwan politik dapat berperan sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan 

berperan sebagai politikus itu sendiri . Ilmuwan polit ik dapat terlihat bekerja di 

pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat bekerja 
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di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai 

kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah 

dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan . Perusahaan seperti wadah pemikir 

(think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan masyarakat sering 

mempekerjakan ilmuwan politik. 

Konstitusional dari akar kata konstitusi atau Undang-Undang Dasar, dengan 

demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku di suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar a<lalah hukum tertinggi dalam 

suatu negara maka suatu tindakan konstitusional adalah semua langkah yang sesuai 

hukum . Tetapi selanjutnya karena konstitusi diuraikan dalam berbagai undang-undang 

dan Iain peraturan perundang-undangan, maka sering pemerintah yang mempunyai 

kewenangan untuk membuat undang-undang bersama parlemen (di Indonesia Dewan 

Perwakilan Rakyat) maka dalam beberapa situasi pelanggaran hukum bisa mempakan 

pelanggaran terhadap peraturan di bawah konstitusi sehingga untuk menetapkan apakah 

suatu undang-undang tidak bertentangan dengan konsr. itusi dibentuklah Mahkamah 

Konstitusi. 

Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal sebagai 

era Orde Baru, misalnya konstitusi mendapat posisi yang begitu sakral sehingga tidak 

bisa diubah barang sekata pun. Tetapi sejak bergulimya Reformasi telah 4 kali perubahan 

dilakukan terhadap konstitusi RI. Bersama dengan perubahan atau amandemen konstitusi 

tersebut maka berubah pula batasan tentang tindakan konstitusional. Misalnya dengan 

dicantumkannya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi maka perspektif HAM 

menjadi sah sebagai argumen hukum dan politik. 

Kebijakan Publik (Inggris:Public Policy) adalah keputusan-keputusan yang 

mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat 

oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan 

publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari 

publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas 

nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi 

negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam 
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negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa 

dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan 

orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan 

pelayan· publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain 

menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan 

serta mencapai amanat konstitusi. 

Setiap sistem politik pada dasarnya memproduksi kebijakan publik. Dan sistem 

politik itu bisa berupa negara, propinsi, kabupaten/kota, des.a, bahkan RT dan RW. 

"lnstitusi" seperti ASEAN, EU, PBB dan WTO adalah sistem politik juga, yang dapat 

disebut supra-negara. 

Kebijakan publik tidak selalu dilakukan oleh birokrasi (saja), melainkan dapat 

pula dilaksanakan oleh perusahaan swasta, LSM ataupun masyarakat langsung. Misalnya, 

suatu s·stem politik dapat memutuskan untuk memberantas nyamuk. Sistem politik itu 

dapat memerintah --tentu saja disertai kompensasi-- sebuah perusahaan swasta untuk 

melakukan penyemprotan nyamuk. 

Tierminologi 

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan 

yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan 

struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan 

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik 

dalam setiap t.ahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara 

kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Dapatkah publik mengetahui apa yang 

menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin diselesaikan dan 

prioritasnya, dapatkah publik memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan 

publik yang akan dilahirkan .. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik 

mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, 

yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan 

berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau 

pemerintah yang idealnya dalam masyarakat dernokratis merupakan cerminan pendapat 

umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan 
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ersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama., adanya perangkat hukum berupa 

peratu ran perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah 

iputu kan ; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; 

, ti
0

' ~ di perlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik 

'.u · apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau 

Oalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, 

SeJjtm~?:o~~a penjabaian di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis , yang 

, menjadi persoalan adalah bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu 

an yang mendapat dukungan publik. 

Kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat 

1'.lenampung keinginan mereka adalah satu ha!, tetapi sama pentingnya adalah 

mampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan 

dak bisa dipenuhi. Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa 

memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan 

yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha 

mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. dalam 

pendekatan yang lain kebijakan publik dapat dipahami dengan cara memilah dua 

konsepsi besamya yakni kebijakan dan publik. terminologi kebijakan dapat diartikan 

sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah alternatif yang tersedia. artinya kebijakan 

merupakan hasil menimbang untuk selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan 

ang ada. dalam konteks makro hal ini kemudian diangkat dalam porsi pengambilan 

eputusan. Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan 

berkaitan erat dengan pengambilan keputusan. 

Karena pada hakikatnya sama-sama memilih diantara opsi yang tersedia. 

Sedangkan terminologi publik memperlihatkan keluasan yang luar biasa untuk 

didefinisikan. akan tetapi dalam ha! ini setidaknya kita bisa mengatakan bahwa publik 

berkaitan erat dengan state, market dan civil society. merekalah yang kemudian menjadi 

aktor dalam arena publik. sehingga publik dapat dipahami sebagai sebuah ruang dimensi 

yang rnenampakan interaksi antar ketiga aktor tersebut. 
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Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Kebijakan Publik secara keilmuan dapat dilaksanakan bertahap, yaitu: 

1. Fonnulasi Kebijakan Publik 

2. lrnplementasi Kebijakan Publik 

:3 . Evaluasi Kebijakan Publik 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. 

Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan 

publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa 

yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannn~ 1a, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal 

ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai 

penerima Iayanan. Fokus politik pada kebijakan publik mendekatkan kajian politik pada 

adr.1inistrasi negara, karena satuan analisisnya adalah proses pengambilan keputusan 

sampai dengan evaluasi dan pengawasan terrnasuk pelaksanaannya. Dengan mengambil 

foku s ini tidak menutup kemungkinan untuk mcnjadikan kekuatan politik atau budaya 

politik sebagai variabel bebas dalam upaya menjdaskan kebij akan publik tertentu sebagai 

variabel terikat. 

Menguraikan konsep kekuasaan politik kita perlu melihat pada kedua 

elemennya, yakni kekuasaan dari akar kata kuasa dan pol1tik yang berasal dari bahasa 

Yunani Politeia (berarti kiat memimpin kota (polis)). Sedangkan kuasa dan kekuasaan 

kerapa dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa 

(kekuasaan) tidak akan terjadi, misalnya kita bisa menyuruh adik kita berdiri yang tak 

akan dia Iakukan tanpa perintah kita (untuk saat itu) maka kita memiliki kekuasaan atas 

ad ik ki ta. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk mcmbuat 

masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut 

tidak akan dibuat oleh mereka. 

Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu pan·ai politik bisa mengorganisasi 

sehingga berbagai badan negara yang relevan misalnya membuat aturan yang melarang 

atau mew~jibkan suatu hal atau perkara maka mereka mempunyai kekuasaan politik. 

38 UNIVERSITAS MEDAN AREA



Variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan (authority), kemampuan 

untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukurn atau mandat yang 

diperoleh dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa rnenghentian mobil di jalan tidak 

berarti dia memiliki kekuasaan tetapi dia memiliki kewenangan yang diperolehnya dari 

UU Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan rnelaksankan 

kewenangannya tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan rnaka dia telah 

menyalahgunakan wewenangnya, dan untuk itu dia bisa dituntut dan dikenakan sanksi. 

Sedangkan kekuasaan politik, tidak berdasar dari UU tetapi harus dilakukan 

dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan 

yang konstitusional.Dalam ilmu politik, legitimasi diartikan seberapa jauh masyarakat 

mirn rnenerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh 

seorang pemimpin. Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemirnpin dan 

ma.syarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk 

menerirna atau menolak kebijakan yang diarnbil oleh sang pernimpin. 

Legitirnasi dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dapat dikelompokkan 

dalarn tiga kategori yakni secara simbolis, prosedural atau material (Rarnlan Surbakti, 

1992), sedangkan Max Weber mendefinisikan tiga sumber untu memperoleh legitimasi 

adalah tradisional, karisma dan legal/rasional. 

Dari cara dan sumber perolehan tersebut lahirlah beberapa tipe legitimasi yaitu: 

legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legit imasi kualitas pribadi, legitimasi 

prosedural dan legitimasi instrumental. 

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. 

Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu 

sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan 

yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari 

perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, mirnlnya dengan menckankan pada 

kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga 

atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara 

sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai 

politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. 
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Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan 

politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik. 

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) 

ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). 

Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang 

hams diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang 

diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam 

perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi rakyat. 

Namun dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem 

politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk 

berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis dan 

sistem politik yang otoriter. 

Partisipasi politik 

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini 

mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan 

warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau 

kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi 

maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik . Partisipasi politik adalah keterlibatan 

wa'rga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai 

dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

keputus.an. 

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran 

deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah 

muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat 

dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 - 60 %). Besamya kelompok yang 

tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan 

menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep deliberative 

democracy. 
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Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mcngacu 

pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat 

oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya 

mengharapkan partispasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi 

penggunaan listrik di rumah masihng-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar 

ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. 

Dengan meilhat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim at'lu 

pernerintahan bisa dilihat dalam spektrum: 

• Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan 

politik 

• Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat 

oleh para pemimpin, tanpa bisa mempengaruhinya. 

• Rezim partisipatif - warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para 

pemimpinnya. 

• Rezim demokratis - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik. 

Sebuah partai politik adalah orga1isasi pofaik yang menjalani ideologi 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang 

sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut 

kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan mereka. 
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